KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013)
1 (01) Sekretariat Jenderal

1 (22) BALI
L (51) KOTA DENPASAR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.01.WA

Program Dukungan Manajemen

07

07.01
07.02

1558

Sasaran Program :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI

Indikator Kinerja Program :

Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"

Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90

Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan
HAM

Indikator Output Program

Indeks Kepuasan Layanan Internal Kementerian Hukum dan
HAM

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

01

1558.EBA

956

01

958

01

959

01

960

01

962

01

994

Indikator Kinerja Kegiatan :

Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor

Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR

Indikator KRO

Persentase pegawai yang puas atas layanan perkantoran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tusi sesuai
02 ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM

Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

01

03

04 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti

Persentase publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM yang terintegrasi

06 Jumlah layanan Protokoler

05

Layanan BMN

Indikator RO

Persentase satuan kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi
dan akurat

Layanan Hubungan Masyarakat

Indikator RO

Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat

Layanan Protokoler

Indikator RO

Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah
sesuai dengan peraturan

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Indikator RO

Jumlah Layanan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan
yang dilaksanakan oleh Kanwil

Layanan Umum

Indikator RO

Indeks kepuasan pengguna layanan umum
Layanan Perkantoran

Indikator RO

6.00 Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

1.00
Layanan

19,804,311,000

19,804,311,000

19,804,311,000

19,804,311,000

17,838,023,000

227,272,000

366,335,000

176,471,000

117,312,000

94,528,000

16,856,105,000

17,838,023,000

227,272,000

366,335,000

176,471,000

117,312,000

94,528,000

16,856,105,000

https:/fbsre bssn.go.id/iverfikasi




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB 1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG 1 (01) Sekretariat Jenderal
SATUAN KERJA : (408870) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
PROPINSI 1 (22) BALI
LOKASI 1 (51) KOTA DENPASAR
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
SATUAN
1) 2 3 4 5) (6)
01 | Persentase Realisasi Belanja Pegawai dan Pemeliharaan Kantor
Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 22.51 KOTA
1558.EBC DENPASAR 164.00 Orang 348,206,000 348,206,000
Indikator KRO
Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat
o1 di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM
954 | Layanan Manajemen SDM 164.00 Orang 348,206,000 348,206,000
Indikator RO
Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di
o1 dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
Retirement di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM
Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 22.51 KOTA
1558.EBD DENPASAR 4.00 Dokumen 1,618,082,000 1,618,082,000
Indikator KRO
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
01 Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
02 Kementerian Hukum dan HAM yang konsisten melakukan
penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penyerapan
Anggaran
Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
03 Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki nilai LAKIP
minimal (BB)
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
04 Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
05 Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan
area perubahan Reformasi Birokrasi
952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Doku#{gg 608,748,000 608,748,000
Indikator RO
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
01 | Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki perencanaan
penganggaran berorientasi pada hasil/outcome
953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi Dokur:rL{gr? 402,564,000 402,564,000
Indikator RO
o1 Persentase satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki LAKIP
955 | Layanan Manajemen Keuangan Dokur%\.gr? 395,350,000 395,350,000
Indikator RO
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
01 | Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai laporan
keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan
- 1.00
961 | Layanan Reformasi Kinerja Dokumen 211,420,000 211,420,000
Indikator RO
Persentase Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah
01 | Kementerian Hukum dan HAM yang mengimplementasikan area

perubahan Reformasi Birokrasi

https:/fbsre bssn.go.id/iverfikasi

Denpasar, 8 Oktober 2022
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB 1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum

SATUAN KERJA : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
PROPINSI 1 (22) BALI

LOKASI 1 (51) KOTA DENPASAR

Halaman: 1

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
SATUAN
1) 2 3 4 5) (6)
013.03.BF |Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 4,903,620,000 4,903,620,000
Sasaran Program :
09 Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum
Umum yang Berkepastian Hukum
Indikator Kinerja Program :
Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi
09.01 .
hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum
10 | Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran
Indikator Kinerja Program :
10.01 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
’ pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti
5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 4,903,620,000 4,903,620,000
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Persentase peningkatan PNBP Administasi Hukum Umum di
02 | Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan
01 | Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat
5251.AEA | Koordinasi [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR 12.00 kegiatan 716,792,000 716,792,000
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Koordinasi dengan Instansi Terkait
001 | Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait K 12.00 716,792,000 716,792,000
egiatan
Indikator RO
01 | Terselenggaranya koordinasi Divyankum dengan instansi terkait
4.00 layanan,
5251.BAH | Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR bidang, dokumen, 2,460,145,000 2,460,145,000
Miliar Rp, titik
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Pelayanan Publik Lainnya
001 |Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 4.00 layanan 2,460,145,000 2,460,145,000
Indikator RO
01 | Terselenggaranya Layanan AHU di Wilayah
5251.BCB | Perkara Hukum Lembaga [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR 1.00 Perkara, 42,300,000 42,300,000
Berkas Perkara
Indikator KRO
01 Terselenggarannya Perkara Hukum Lembaga
001 | Penanganan perkara pada kantor wilayah 1.00 Perkara 42,300,000 42,300,000
Indikator RO
01 | Terselengaranya Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah
11.00 Lembaga,
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 22.51 KOTA Laporan, Badan Usaha,
5251.BIC DENPASAR Penyalur, Keputusan 1,684,383,000 1,684,383,000
Indikator KRO
01 Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
001 | Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah Lem:lL)tgg 1,684,383,000 1,684,383,000

Indikator RO




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER BAGIAN-A

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB -(013)  KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
SATUAN KERJA  : (408873) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
PROPINSI (22)  BALI
LOKASI -(51)  KOTA DENPASAR
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO VsOALTLLJJ\f\EN/ ANGKA DASAR | INISIATIF BARU JUMLAH

) &) (©) 4) ©) (6)

Terselenggarannya Pengawasan Kenotariatan pada Majelis

01 Pengawas di Wilayah

Denpasar, 10 Oktober 2022

#KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU
NIP 197202031999031001




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

1 (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SATUAN KERJA . (408880) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

PROPINSI
LOKASI

1 (22) BALI
: (51) KOTA DENPASAR

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME /
SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU

JUMLAH

)

2 ®) 4) ()

(6)

013.11.WA

Program Dukungan Manajemen 203,080,000

203,080,000

07

07.05

08

08.01

08.02

5248

Sasaran Program :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan
Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis Tl

Indikator Kinerja Program :

Layanan Tata Kelola Pemerintah yang yang Efektif dan

Efisien di Lingkungan Balitbang Hukum dan HAM
Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan

HAM

Indikator Output Program

Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Balitbang
Hukum dan HAM

Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan
HAM berbasis riset

Indikator Kinerja Program :

Persentase rekomendast nasil penelitian dan pengembangan

yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di
Jurnal

Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum
dan hak asasi manusia

Indikator Output Program

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan
yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum
nasional dan perumusan kebjjakan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Persentase peningkatan sitasi KTl yang dipublikasikan di
Jurnal

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum

dan)I/-|AM %?Wilayah 9 9 203,080,000

01
02

5248.ABD

001

002

203,080,000

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai

Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang
4.00
Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Program Baru - Penambahan Rekomendasi 203,080,000

Anggaran] 22.51 KOTA DENPASAR Kebijakan

Indikator KRO

01 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan
penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di 3.00
Wilayah Rekomendasi
Kebijakan

194,581,000

Indikator RO

Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi 1.00
Manusia di Wilayah Rekomendasi 8,499,000

Kebijakan
Indikator RO

203,080,000

194,581,000

8,499,000

Denpasar, 11 Oktober 2022

FKUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU

NIP 197202031999031001



KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
: (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

1 (22) BALI
L (51) KOTA DENPASAR

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.10.BB

Program Pembentukan Regulasi

02

02.01

02.02

5256

Sasaran Program :

Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan
peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator Kinerja Program :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan
oleh pembuat kebijakan

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Output Program

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan
evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan
oleh pembuat kebijakan

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam
Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke
Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

01

5256.ABD

001

01

5256.BDB

001

01

Indikator Kinerja Kegiatan :
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR
Indikator KRO

Jumlah rekomendasi pemantauan dan evaluasi produk hukum

01 di daerah

Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

Presentase rekomendasi hasil analisis dan Evaluasi peraturan
perundang-undangan pada tahun sebelumnya yang
dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan pada tahun berjalan
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR

Indikator KRO

Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah

01 Daerah

Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah

Indikator RO

Persentase RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas
Tahunan

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00 Lembaga

1.00
Lembaga

141,273,000

141,273,000

141,273,000

141,273,000

66,921,000

66,921,000

74,352,000

74,352,000

66,921,000

66,921,000

74,352,000

74,352,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

- (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

1 (22) BALI
L (51) KOTA DENPASAR

: (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman: 2

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

013.10.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

11

11.01

11.02

11.03

11.04

4841

Sasaran Program :
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Indikator Kinerja Program :

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
hukum

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Indikator Output Program

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi
hukum

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di
Wilayah

01
02
03
04
05
4841.BDD

001

01

002

01

4841.BIC

001

01

Indikator Kinerja Kegiatan :

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Base Line] 22.51
KOTA DENPASAR

Indikator KRO

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di
masing-masing wilayah

02 Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah

01

Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum

Indikator RO

Jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan
kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum

Layanan Penyuluhan Hukum

Indikator RO

Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan

tidak langsung kepada masyarakat

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR

Indikator KRO

01 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum
Indikator RO

Jumlah pengawasan layanan bantuan hukum

17.00
Kelompok Masyarakat

15.00
Kelompok Masyarakat

2.00
Kelompok Masyarakat

6.00 Lembaga

6.00
Lembaga

991,816,000

991,816,000

991,816,000

991,816,000

160,000,000

127,100,000

32,900,000

82,459,000

82,459,000

160,000,000

127,100,000

32,900,000

82,459,000

82,459,000




KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

- (013)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

1 (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional

1 (22) BALI
L (51) KOTA DENPASAR

: (408879) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman: 3

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

&)

©)

4)

)

(6)

4841.BMA

001

01

002

01

4841.QBA

uo1

01

4841.QBC

uo1

01

Data dan Informasi Publik [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR
Indikator KRO
01 Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

02 Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah

Fasilitasi JDIHN

Indikator RO

Jumlah Fasilitasi JDIHN di Seluruh Kantor Wilayah
Layanan Perpustakaan Hukum

Indikator RO

Jumlah Layanan Perpustakaan di Kantor Wilayah

[SBK] Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line] 22.51
KOTA DENPASAR

Indikator KRO

Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani

01 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

Indikator RO

Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang

memperoleh bantuan hukum litigasi

[SBK] Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat [Base Line]
22.51 KOTA DENPASAR

Indikator KRO

o1 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang
dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi

Indikator RO

Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau
Kelompok Masyarakat Miskin

6.00 layanan

5.00 layanan

1.00 layanan

66.00 Orang

66.00 Orang

6.00 Kelompok
Masyarakat

6.00
Kelompok Masyarakat

93,317,000

67,867,000

25,450,000

528,000,000

528,000,000

128,040,000

128,040,000

93,317,000

67,867,000

25,450,000

528,000,000

528,000,000

128,040,000

128,040,000

Denpasar, 1 Agustus 2022

#KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU

NIP 197202031999031001



KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (09) Ditjen Hak Asasi Manusia

1 (22) BALI
: (51) KOTA DENPASAR

: (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman: 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

@)

&)

©)

4)

©)

(6)

013.09.BG

Program Pemajuan dan Penegakan HAM

01

01.01

01.02

01.03

5255

Sasaran Program :
Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif
HAM

Indikator Kinerja Program :

Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Persentase penanganan dugaan pelanggaraan HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan

publik berbasis HAM

Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM

Indikator Output Program

Persentase Kab/Kota Peduli HAM

Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang
ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan
publik berbasis HAM

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

01
02
03
01

5255.ABD

003

01

5255.BAH

001

01

5255.8DB

Indikator Kinerja Kegiatan :

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi
jumlah kab/kota peduli HAM

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Kebijakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR

Indikator KRO

Jumlah Rekomendasi Analisis Produk Hukum Daerah dari
Perspektif HAM

Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah

Indikator RO

Jumlah Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum
Daerah dari Perspektif HAM Kanwil

Pelayanan Publik Lainnya [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR

Indikator KRO

Jumlah Pelayanan Publik terhadap permasalahan HAM yang
ditindak lanjuti di Wilayah

Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah
Indikator RO

Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR

Indikator KRO
01 Jumlah Diseminasi P2 HAM di Wilayah
02 Jumlah Koordinasi antar Lembaga

03 Jumlah Penyediaan Data Pemajuan HAM

1.00
Rekomendasi
Kebijakan

1.00
Rekomendasi

Kebijakan

1.00 layanan

1.00 layanan

1.00 Lembaga

233,585,000

233,585,000

233,585,000

233,585,000

12,450,000

12,450,000

49,210,000

49,210,000

122,995,000

12,450,000

12,450,000

49,210,000

49,210,000

122,995,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
SATUAN KERJA : (408878) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
PROPINSI 1 (22) BALI
LOKASI : (51) KOTA DENPASAR
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
(1) (2) 3) 4) (5) (6)
002 | Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah Lembtgg 122,995,000 122,995,000
Indikator RO
Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM
01 | giwilayah o )
Fasilitasi dan Pembi P intah D h [B. Li 2251 1.00 Daeral
Indikator KRO
01 Jumlah Kota/Kab Peduli HAM
001 | Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM kegial{gr? 48,930,000 48,930,000
Indikator RO
o1 Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Proses Penilaian Kriteria

Kab/Kota Peduli HAM

Denpasar, 5 September 2022

®£KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU

NIP 197202031999031001



KEMEN/LEMB

UNIT ORG

SATUAN KERJA

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (013)
: (06) Ditjen Imigrasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

PROPINSI 1 (22) BALI
LOKASI 1 (51) KOTA DENPASAR
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME / ANGKA DASAR | INISIATIF BARU JUMLAH
SATUAN
) 2 ©) 4) (5) (6)
013.06.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,400,003,000 1,400,003,000
Sasaran Program :
04 Me_ningkat_nya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
04.01 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian
Indikator Output Program
Jumlah Pelayanan Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai
Dengan Ketentuan
05 Meningkatnya Stabilita; Keamanan r_nelalyi Pencegahan,
Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian
Indikator Kinerja Program :
05.01 | Indeks Pengamanan Keimigrasian
Penyelenggaraan Pengamanan Keimigrasian
Indikator Output Program
Jumlah Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian yang
Dilaksanakan
e P e T
Indikator Kinerja Kegiatan :
01 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian
02 | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
5254 AEA | Koordinasi [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR 24.00 kegiatan 693,868,000 693,868,000
Indikator KRO
01 Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian
002 | Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian keg?:{gr? 693,868,000 693,868,000
Indikator RO
01 | Jumlah Pembinaan dan koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian
5254.BHB I[DSSNKJ fsplféag Bidang Keamanan [Base Line] 22.51 KOTA 14.00 operasi 593,805,000 593,805,000
Indikator KRO
01 Jumlah Operasi Bidang Keamanan di Wilayah
U01 | Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 8.00 operasi 308,000,000 308,000,000
Indikator RO
01 | Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
U02 | Operasi Mandiri di Wilayah 4.00 operasi 168,600,000 168,600,000
Indikator RO
01 | Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah
U03 | Operasi Gabungan di Wilayah 1.00 operasi 53,370,000 53,370,000
Indikator RO
01 | Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah
U04 | Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 1.00 operasi 63,835,000 63,835,000

https:/fbsre bssn.go.id/iverfikasi



RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB :(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

: (06) Ditjen Imigrasi

SATUAN KERJA : (408875) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

PROPINSI 1 (22) BALI
LOKASI 1 (51) KOTA DENPASAR
Halaman: 2
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME ]
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
Indikator RO
01 | Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah
5254.BKA [Lsifglzzésnlau?lo?:wﬁ;fsﬁﬁm dan kelompok masyarakat [Base 2.00 laporan 112,330,000 112,330,000
Indikator KRO
01 Jumlah Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
001 | Pengawasan Orang Asing 2.00 laporan 112,330,000 112,330,000

01

Indikator RO

Jumlah Pengawasan Orang Asing

https:/fbsre bssn.go.id/iverfikasi

Denpasar, 12 Oktober 2022

#KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU

NIP 197202031999031001



KENMEN/LENMB L (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (05) Dijen Pemasyarakatan

1(22)  BALl
:(51)  KOTA DENPASAR

1 ([408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAM DENPASAR

Halaman: 1

KODE

PROGRAMSASARAN PROGRAMINDIKATOR
KINERJA PROGRAMAKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

YOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

i)

)

(4

(5

6

013.05.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

5252

06

08.011
08.02
06.03

06.04

a7

0r.m
or.oz
0r.03

07.04
07.05
07.06

03

0g.m

Sasaran Program :
Tenwujudnya Penyelendgaraan Pemasyarakatan yang
Berkualtas

Indikator Kinerja Programn :
Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan
Indeks Pelaksanaan kKerjazama Pemasyarakatan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan

Indeks Parameter Derajat Kesehatan Marapidana, Anak, dan
Tahanan

Penyedlenggaraan Layanan Dasar Pemasyarakatan yang
Berkualitas

Indikator Qutput Program

Fersentase MarapidanaTahananiAnak yang mendapatkan
layanan perawatan sesuai standar

Tenwujudnya Penyelendgaraan Pemasyarakatan vang
Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukurm Berhasis
HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang
Rampasan MNegara, Marapidana, Anak, dan Klien
Pemasyarakatan

Indeks Keherhasilan Pembinaan Marapidana

Indeks Pemenuhan Hak Marapidana

Indeks Keherhasilan Program Pembirbingan Klien
Pemasyarakatan

Indeks Pembinaan Khusus Anak
Indeks Pengelolaan Basan Baran

Indeks Pelayanan Takanan
Penyelenggaraan Layanan Teknis Pemasyarakatan yang
berkualitas

.
Fersentase Marapidana yvana mendapatkan [ayanan
pembinaan narapidana sesuai standar
FPersentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan
klien pemasyarakatan sesuai standar

Fersentase Anak yand mendapatkan layanan pendidikan dan
pengentasan sesual sgandar

FPersentase Basan Baran yang dikelola sesuai standar

Persentase Tahananyang mendapatkan layanan tahanan
sesai standar

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yandg Aman
danTertib

Indikator Kinerja Program :

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan
Penyelenggaraan Pemasyarakatan yvang Aman dan Tertib
Indikator Output Program

Fersentase ganguan keamanan yang di tindak dan
ditanggulangi sesuai standar

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di \Wilay ah

Indikator Eil]ﬂ[ia Emiﬂaﬂ .

789,997,000

789,907,000

780,007,000

780,007,000




RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LENVB :013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA RI
UNIT ORG :05)  Ditjen Pemasyarakatan

SATUANKERJA  : (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUMDAN HAM DENPASAR
PROPINSI 1(22)  BALl

LOKASI :(51)  KOTA DENPASAR

Halaman: 2

KODE

PROGRAMSASARAN PROGRAMINDIKATOR
KINERJA PROGRAMAKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

YOLUME /
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

)

i)

)

(4

(5

6

0
0
0z
03
04
04
0g
o7
0a
01
0z
03
01
02
03
04
04
0g
ov
01
0z
01
02
03
04
01
0z
03
01
0z
03
04

S2GZAEA

= A

Indikator Kinerja Keqgiatan :

Indeks Penyelengoaraan Pemasyarakatan di Wyilay ah
Fersentase pemenuban layanan makanan bagi Tahanan
FPersentase Tahanan INarapidanafAnak mendapatkan layanan
Fersentase Tahanan dan Marapidana perempuan by hamil
Fersentase Tahanan MarapidanaiAnak yang mengalarmi
FPersentase tahananinarapidana lansia yang mendapatkan
Persentase tahananinarapidanaranak berkehutuhan khusus
Persentase keberhasilan penanganan peryakit menular HIY-
FPersentase perubahan kualitas hidup

Fersentase menurunnya tahanan yang overstaying
Persentase Tahanan yang memperaleh Layanan Fenyuluhan
Persentase Tahanan yang memperaleh Fasilitasi Bantuan
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
FPersentase Marapidana resiko tinggi vang berubah
Persentase narapidana yvang memperaleh Pendidikan dan
FPersentase narapidana yvang hekerja dan praoduktif

Jumiah Marapidana wvang mengikuti Pendidikan ting i
Fersentase benda staan dan barang rampasan yang terjaga
Persentase henda sitaan dan barang rampasan yang
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangouan
FPersentase klien usia produktityang memperoleh atau
FPersentase menurunnya Anak yandg mendapatkan putusan
FPersentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
Persentase Anakyang mengikuti kegiatan Pendidikan
Fersentase Anakyang memperaleh hak integrasi
persentase Anak vang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non
Koordinasi [Basa Line] 22.51 KOT A DENPASAR

frailiator KAD

Fersantase UPT Pem asyaahatan of wilzyalh vamg disgpenis

o dalzn pelshsaraan tugaspen Foyaahzian of wilayalhr seuai
standar

Fembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan
di Wilzwsh
fadiliztar RO

1000 kegistan

1000
kegiztan

224,655,000

224,665,000

224,855,000

224,655,000




KEMEN/LEMB 1 (013)

UNIT ORG

SATUAN KERJA

PROPINSI
LOKASI

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

: (05) Ditjen Pemasyarakatan

1 (22) BALI
: (51) KOTA DENPASAR

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

: (408874) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

Halaman : 3

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR
KINERJA AKTIVITAS/KRO

ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

VOLUME/
SATUAN

ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

(1

(2)

@)

(4)

(5)

(6)

01

5252.AEF

001

01

5252.BHB

001

Presentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Sosialisasi dan Diseminasi [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR

Indikator KRO

Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
01 dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah

Indikator RO

Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai
standar

Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR
Indikator KRO
01 Persentase pengaduan yang diselesaikan

02 Persentase pencegahan gangguan kamtib

03 Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh
Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan
kamtib secara tuntas

05 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

06 Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggufangi
sesuai standar
Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di
Wilayah
Indikator RO

60.00 orang

60.00 orang

12.00 operasi

12.00 operasi

181,777,000

181,777,000

223,565,000

223,565,000

181,777,000

181,777,000

223,565,000

223,565,000

Denpasar, 2 Agustus 2022

#KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITULU

NIP 197202031999031001



RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB 1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA RI

UNIT ORG

1 (07) Ditjen Kekayaan Intelektual

SATUAN KERJA : (408876) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR

PROPINSI
LOKASI

1 (22) BALI
- (51) KOTA DENPASAR

Halaman : 1

KODE

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023

KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR

KINERJA AKTIVITAS/KRO VOLUME/
SATUAN ANGKA DASAR

INISIATIF BARU

JUMLAH

(1)

2 (3) (4)

(%)

(6)

013.07.BF

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 1,840,303,000

1,840,303,000

03

03.01

5253

Sasaran Program :
Terlindunginy a Kekay aan Intelektual di Seluruh Indonesia

Indikator KinerjaProgram :

Indeks Kepuasan Masy arakat terhadap Lay anan Kekay aan
Intelektual

Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan
Intelektual

Indikator OQutput Program

Persentase Peny elesaian Permohonan Kekay aan Intelektual
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Persentase Peningkatan Permohonan Kekay aan Intelektual
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan
Intelektual

Persentase Peningkatan Produk KI dan Komunal y ang
Dilindungi (PN)

Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah 1,840,303,000

01
02
01
02
03

5253.BDC

001

01

002

01

003

01

5253.BKB

001

01

1,840,303,000

Indikator KinerjaKegiatan :
Jumlah Permohonan Kl yang Dif asilitasi Kantor Wilay ah

Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekay aan
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran

Kegiatan Pemantauan Produk Kekay aan Intelektual di
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat [Base Line] 22.51 KOTA
DENPASAR
Indikator KRO
Jurah Orang yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
01 dalam rangka peningkatan permmahaman tentang Kekayaan
Intelektual di wilayah

Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah 483.00 Orang 567,563,000

1,144.00 Orang 1,563,503,000

Indikator RO

Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi Kekayaan Intelektual
melalui Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi di wilayah

Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di 161.00 Oran 152,740,000
Wilayah : 9 10
Indikator RO

Jumlah Orang yang Mendapatkan Informasi melalui Kegiatan
Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pelindungan Ki di
Wilayah

Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah 500.00 Orang 843,200,000

Indikator RO

Jumlah orang yang mendapatkan fasilitas pendampingan
pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual
Pemantauan produk [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR 3.00 laporan 276,800,000

Indikator KRO
Junmiah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan
Intelektual di Wilayah
Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di
W ilayah
Indikator RO

Jumlah Laporan Penegakan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
di Wilayah

3.00 laporan 276,800,000

1,563,503,000

567,563,000

152,740,000

843,200,000

276,800,000

276,800,000

Denpasar, 14 September 2022

#KUMHAMPASTI

ANGGIAT NAPITUPULU

NIP 197202031999031001



RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEMEN/LEMB 1 (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
SATUAN KERJA : (408877) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR
PROPINSI 1 (22) BALI
LOKASI 1 (51) KOTA DENPASAR
Halaman: 1
PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN T.A 2023
KODE KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR VOLUME
KINERJA AKTIVITAS/KRO SATUAN ANGKA DASAR INISIATIF BARU JUMLAH
1) 2 3 4 5) (6)
013.08.BB | Program Pembentukan Regulasi 335,000,000 335,000,000
Sasaran Program :
o1 Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang
berkualitas
Indikator Kinerja Program :
01.01 Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
) yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
01.02 Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
) perancang peraturan perundang-undangan
01.03 Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
’ yang diselesaikan sesuai dengan permohonan
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Output Program
Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga
perancang peraturan perundang-undangan
Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
yang diselesaikan sesuai dengan permohonan
5250 Pe_nyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di 335,000,000 335,000,000
Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan :
. ) . 34.00
5250.ABD | Kebiiakan Bidang Hukum dan HAM [Base Line] 22.51 KOTA Rekomendasi 307,575,000 307,575,000
Kebijakan
Indikator KRO
o1 Persentase rancangan peraturan daerah yang difasiltasi sesuai
dengan permohonan
001 | Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Rekomesgéos? 307,575,000 307,575,000
Kebijakan
Indikator RO
5250.ADG | Standarisasi Profesi dan SDM [Base Line] 22.51 KOTA DENPASAR 20.00 Orang 27,425,000 27,425,000
Indikator KRO
02 jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah
yang mendapatkan pembinaan
001 | Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah 20.00 Orang 27,425,000 27,425,000

Indikator RO

Denpasar, 22 Agustus 2022
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